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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, pukul 11.45 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 
Pemberantasan Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 49/PUU-
XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU Pemberantasan Tipikor dan KUHP dalam 

Perkara 49/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Tuti Atika. yang dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Akhmad, dan untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN KUHP YANG DIMOHONKAN 

PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 



 

ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berketentuan sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 
janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 
tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 

Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

 
Pasal 55 ayat (1) KUHP 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 

 
Pasal 64 ayat (1) KUHP 

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika 
berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 
berat. 
 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 55 

ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dianggap Pemohon bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan 

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

 



 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan 

Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam permohonan a 

quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu 
mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan 
Pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di 
Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah 
memeriksa dan mencermati sistematika permohonan Pemohon, telah 
ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 51A ayat (2) 
huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yaitu, belum memuat alasan 
permohonan (posita) yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma 
yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 
Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang 
dipermasalahkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan hak 
konstitusionalnya, sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah 
diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah tetap akan 
mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, sebagai berikut: 
[3.7.1] Bahwa terkait persoalan hukum Pemohon berkenaan 

konstitusionalitas Pasal 11 UU 20/2001. Terhadap hal tersebut 
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 September 
2021, yang pada Paragraf [3.12] menyatakan, 
[3.12] ... rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor 

sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari 
Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan 
jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang 
Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua 
jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang 
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 
yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik 
korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran 
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 
hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, 
dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor a 
quo, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara 
negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal 
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 



 

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau 
janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; 

Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU 
Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang 
merupakan objek norma (normgedrag) dalam pasal a quo 
adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila 
diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk 
perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. 
Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut 
menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat 
alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut 
terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor a 
quo telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut 
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 
tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan 
salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak 
menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta 
atau dilarang untuk dilakukan. Frasa a quo menghendaki 
adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri 
atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau 
janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga 
tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah 
atau janji yang diberikan berhubungan dengan 
jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan 
apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak 
melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan 
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya 
sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima 
hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, 
rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas 
menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara 
negara hanya dapat dipidana karena melakukan 
perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal 
diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan 
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 
atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya 
dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan 
oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-
unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilain 
terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan 
yang dilarang dalam pasal a quo. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo 
tidak beralasan menurut hukum.. 

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut 
telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 
UU 20/2001 Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan 
penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada 
atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau 



 

kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim 
yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin 
seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 
UU 20/2001 tersebut. 

[3.7.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 12 
huruf c UU 20/2001, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai 
kasus konkret yang dialami Pemohon termasuk menilai putusan 
hakim yang mengadilinya, ketentuan norma Pasal 12 UU 20/2001 
harus dibaca sebagai satu kesatuan yaitu dari huruf a sampai 
dengan huruf i, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik 
terhadap pelaku, pemberi, maupun penerima. Adapun hakim 
sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk 
menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan 
perkara yang sedang ditangani. Hal demikian sejalan dengan 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan semangat 
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang 
dalam norma a quo, sehingga apabila memang pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa 
menerima gratifikasi, maka berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan 
ayat (2) UU 20/2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri 
atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap 
apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling 
lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud. 
Demikian halnya, dalam persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, 
yaitu apabila benar Pemohon telah menerima uang dari kuasa 
hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang, maka juga 
berlaku kewajiban untuk melaporkan berkenaan dengan gratifikasi 
tersebut agar terhindar dari ancaman pidana yang dapat dikenakan 
kepadanya. 

[3.7.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma 
Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 15 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU 31/1999), setiap orang yang membantu pelaku 
tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama yang 
dikenakan kepada pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku 
untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang 
membantu pelaku tindak pidana korupsi (vide Pasal 16 UU 
31/1999). Adapun dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 
3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) 
mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) 
yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal 
dengan yang disebut penyertaan (deelneming) dan frasa “turut 
serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama 
melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) 
orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut 
melakukan (medepleger) peristiwa pidana. 



 

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam perspektif turut serta 
dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya 
melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan 
persiapan atau hanya bersifat menolong, sebab jika hanya demikian 
maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut 
melakukan (medepleger), akan tetapi hanya diancam pidana sebagai 
orang yang membantu melakukan (medeplichtigheid- vide Pasal 56 
KUHP). Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan 
beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang 
bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi 
berbedabeda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, 
berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya 
tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem 
pemidanaannya, pertama, jika status keterlibatan seseorang itu 
sebagai pembuat delik (dader), baik kapasitasnya sebagai yang 
melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), turut 
serta melakukan (medepleger), maupun mereka yang memberikan 
atau menjanjikan sesuatu (uitloker) maka dapat dikenakan ancaman 
pidana yang sama dengan pelaku (dader) sesuai dengan ketentuan 
pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). Kedua, jika status 
keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat 
delik (medeplichtigheid) maka hanya dapat dikenakan ancaman 
pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan 
pasal yang dilanggar (bertanggungjawab sebagian). Sehingga, 
penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku 
apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal 
tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan 
ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, 
berkenaan dengan kerugian konstitusional yang Pemohon alami, 
apabila Pemohon menganggap dirinya tidak turut serta dalam 
melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya, seharusnya Pemohon menjelaskan 
kedudukannya tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan 
adanya delik penyertaan apabila Pemohon benar tidak 
melakukannya. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan 
hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili kasus konkretnya. Sebab, 
Mahkamah Konsitusi tidak berwenang turut menilai kasus konkret 
yang dialami Pemohon, termasuk menilai putusan hakim baik pada 
tingkat pertama sampai tingkat terakhir. 

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut 
Mahkamah pasal a quo mengatur tentang perbuatan berlanjut 
(voortgezette handeling) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila 
kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari 
suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu 
sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau 
pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut 
sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang 



 

harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu 
perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, 
sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman 
saja. Sedangkan apabila perbuatanperbuatan itu berbeda-beda 
maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan 
norma Pasal 64 ayat (1) KUH tersebut, jika dikaitkan dengan kasus 
konkret yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan dalam 
permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk 
menilainya. Sebab, Pemohon hanya menilai konstitusionalitas 
norma pasal a quo semata-mata hanya dikaitkan dengan kasus 
konkret yang dialaminya berdasarkan penilaian dan putusan hakim 
pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir, tanpa memberikan 
argumentasi adanya pertentangan dengan konstitusi. Terlebih, 
berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk bagian yang 
telah diputus Mahkamah dan telah dinyatakan konstitusional 
sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana 
lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP (vide Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019). 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, 
Mahkamah tidak menemukan persoalan konstitusionalitas norma 
terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dipersoalkan 
oleh Pemohon dalam permohonan a quo. 

[3.7.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat Pemohon yang 
menyatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP 
karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. 
Terhadap hal tersebut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret 
yang dialami Pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung 
dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu dan jika 
dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan terlebih 
lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya 
perintah tersebut tidak dilaksanakan, karena walaupun seorang 
pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, 
namun haruslah dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum 
dari jabatan yang bersangkutan, apakah perintah tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, 
untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak. 

[3.8]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon berkaitan 
dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah 
dijawab oleh Mahkamah, namun oleh karena Pemohon dalam 
permohonannya tidak menguraikan alasanalasan permohonan berkaitan 
dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan 
pengujian (posita) dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya 
pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar 
pengujiannya yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan 
kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak dapat 
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, 
terhadap permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan kabur 



 

(obscuur). Seandainyapun permohonan Pemohon a quo tidak kabur, 
quod non, sepanjang yang dapat dipahami oleh Mahkamah berkenaan 
dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam 
Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan 
selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut pula. 
 

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 

Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 

setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 

seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 

Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 49/PUU-XIX/2021 yang 

menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 

Pemberantasan Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak 

dapat diterima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya mengandung 

arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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